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ABSTRAK : Bahwa dengan telah diterapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119

tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tk I dan

Daerah Tingkat II maka Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan

merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II; bahwa untuk memenuhi maksud pada

huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

tentang Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);; Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);; Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2824);; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);; Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3253);; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);;

Keputusan Persiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);; Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;; Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Perubahan Tata Cara Pemungutan

Retribusi Daerah;; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;; Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-

jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.; Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi..

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, dan

subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa,

prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan

besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang,

surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi,

tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran,

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penyidikan, ketentuan

pidana, dan ketentuan penutup.
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